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ffi Estafe RegulationKawasan lndustri Tuban tKlO PT. KAWASAN INDUSTRI GRESIK (KlG)

KATA PENGANTAR

Pemerintah kembali melakukan tembosan untuk memudahkan pana investor yang ingin

berinvestasidi lndonesia. Kali ini pemerintah memberikan kemudahan untuk mengurus izin usaha maupun

investasi melalui program Kemudahan lnvestasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang dicanangkan oleh

Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM) salah satunya diberikan kepada Kawasan lndustri Tuban

(KlT) yang merupakan pengembangan dari Kawasan lndustri Gresik (KlG) yang dikelola oleh

PT. Kawasan lndustriGresik (KlG).

Pengelolaan Kawasan lndustri dilakukan untuk menjamin bahwa kawasan industri dapat

beroperasi secara optimal. Pengelolaan Kawasan lndustri meliputi kelembagaan dan struktur organisasi,

pelaksanaan sistem manajemen, pelaksanaan tata tertib, layanan kepada investorlfenan( pengalihan

pengelolaan, pemasaran, pengembangan usaha, pemeliharaan dan pengelolaan inftastruktur dan fasilitas

penunjang, pengelolaan lingkungan, kepedulian sosial dan pemberdayaan masyanakat, serta penyusunan

dan pelaporan data kawasan industri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu disusun peraturan Tata Tertib Kawasan lndustri

Tuban (KT Estate Rqulation) untuk memenuhi petunjuk Peraturan Pemerintah Republik lndonesia

Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan lndustri dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik lndonesia

Nomor 40/M-|ND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan lndustri.

Peraturan Tata Tertib Kawasan lndustri Tuban (KlT) digunakan sebagai tata tertib kawasan yang mengikat

Pengelola Kawasan dan Perusahaan yang berlokasidi Kawasan lndustrisesuai hak dan kewajibannya.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian dan dilaksanakan bagi Pengelola Kawasan,

Perusahaan yang berlokasi di Kawasan lndustri Tuban (KlT).

Gresik, 3 Januari 202A

Direksi,

PT. Kawasan lndustri Gresik

Mentari Hedv Swasono
Direktur OperasionalDirektur Utama

bowo
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BAB I

PENDAHULUAN

PT. Kawasan lndustri Grcsik (KlG) sebagai Perusahaan Kawasan Industri yang menyediakan
lahan industti untuk para investor lokal, nasional maupun intemasional yang menawarkai berigam lini
bisnis seperti lahan industri, peryudangan, bangunan pabrik sesuai stanUar dan pusat bisnis telah
merencanakan pola pengembangan wilayah I master plan dan pola perencanaan pembangunan
infrastruktur Kawasan lndusfii yang mampu menunjang totalitas kegiatan yang ada di dalamnya d6ngan
mengembangkan dan membangun Kawasan Industri Tuban (KlT) lehas 2$ heftar yang Uldokasi di
Kabupaten Tuban.

. Pqngembangan Kawasan lndusfii Tuban (KlT) didasari atas tersedianya tahan industri
dan pertimbangan pengembangan potensi sebagai suatu wilayah kesatuan perincanaan Gresik,
Lamongan dan Tuban (Gelangban) yang didukung oleh potensiekonomis PropinsiJawa Timur.

Salah satu potensi pengembangan kawasan industri sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban berada di wilayah Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Poiensi tersebut didukung
dengan tumbuh dan berkembangnya industri hilir yang memanfaatkan produk Semen lndonesia dan jenis
in{usfri lainnya yang cenderung berlokasi di Kabupaten Tuban searah dengan peningkatan sektor indusfi
di Propinsi Jawa Timur pada umumnya.

Saat ini Pemerintah Pusat tengah mengevaluasi tujuh ruas proyek jalan tol prrakarsa yang
diusulkan oleh badan usaha untuk dibangun. Ketujuh ruas tersebut salah satunya adalatr
ruas tol Demak - Kudus - Tuban - Gresik yang diusulkan oleh PT. Jasa Marga Tbk, sehingga merupakan
nilai tambah bagi Perusahaan yang akan melakukan kegiatannya di Kawasan lndustri Tuban (KlT).
Selain itu, Kawasan lndustri Tuban (KlT)juga telah mengantongifasilihs Kemudahan tnvestasi Langsung
Konstruksi (KLIK) Tahap ll sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Nomor 17 Tahun 2017.

Prcgram KLIK ini merupakan terobosan dari Pemerintah Pusat yang dicanangkan oleh Badan
Koordinasi Penanaman ilodal (BKPM) bertujuan untuk memudahkan para investor yang ingin berinvestasi
di lndonesia dengan memberikan kemudahan untuk mengurus izin usaha maupun investasi, dimana
investor di Kawasan lndustri Tuban (ltlT) dapat langsung memulai proyek konstruksi sebelum memulai izin
konstruksi. Secara paralel, investor mengajukan lzin Mendirikan Bangunan (lMB), lzin Lingkungan dan izin
te*ait lainnya, yang harus diselesaikan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial.

Fasilitas KLIK ini dapat dinikmati oleh semua investor karena tidak mensyaraflen batasan
minimal nilai investasi atau jumlah tenaga keria, sepanjang berlokasi di Kawasan lndustri yang telah
mendapal fasilitas KLIK. Selain untuk kemudahan berinvestasi, KL|K,memiliki dua tujuan strategis bagi
lndonesia, yaitu sebagai saran pendukung untuk mencapai target realisasi investasi secam nasional yang
telah ditetapkan dan sebagai perwujudan koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam
hal regulasi investasi.

Perbailon-perbaikan regulasi maupun perizinan teknis yang dilakukan pemerintah melalui
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) iuga tidak hanya ditujukan bagi investor baru, tetapi juga
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S e"o* n orrrtrbn Kawasan tndusti ruban (tfi! pr. KA*A'AN tt{DusrRt GREstK {trc)
berlaku kepada investor lama.' 

.Dengan didapatnya fasilitas KLIK di Kawasan lndustri ruban (Klr) ini,diharapkan minat investor untuk urrinr.rtrJoi xr*ffirn rnor.iriJru.n (Klr) semakin meningkat.

Adapun maksud dan tujuan darirata Tertib Kawasan lndustri iniadalah sebagai berikut:

1' sebagai peraturan d,an 
iata lertl.b -s9rta 

pedoman bagi Perusahaan yang metakukan kegiatan serta tatacara berusaha atau berinvestasidi Kawasan.lndustri"Tuba;-r,n vr.rg disusun, dibuat, dan ditetapkanoleh PT' Kawasan lndustri Gresik (KlG) selaku eengetola iir:*rrrn tndustriruban (Klr) berdas arkan Iberpedoman pada perailran.perundang-undangan-ya^g ,rrgrtrr perihal pengelolaan suatu arealKawasan lndustri' yang diberlakukan dan lrflinl". me-ngit<atiagi seluruh brrutr.rn serta pihak-
pihak yang melakukan aktifitas dan akan melakukan ammus oi aiai tGwasan lnoustriiuoan (KlT).

2' Ketentuan ini dimaksudk3n aryr_masing-masing pihak yang terkait dalam pengelotaan maupun
pemanfaatan Kawasan lndustri Tuban (KIT) mengetatrui iecara terperinci' keientuan-ketentuan
mengenai hak dan kewaji!1n yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan Kawasan lndustri Tubin (KD fang tert?ta
dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Memberikan informasi tentang konsekuensi yang akan diterima terkait dengan pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan di Kawasan IndustriTuban (KlT).

4. Sebagai pedoman dalam melakukan penegakan dan pemantauan pelaksanaan Tata Teftib Kawasan
(Esfafe Regulatbn) sekaligus dasar dalam memberikan tindakan yang harus dilakukan oleh
PT. Kawasan lndustriGresik (KlG).
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BAB II

ISTILAH I PENGERTIAN

Dalam Tata Tertib Kawasan rndustri iniyang dimaksud dengan :

1' Tata Tertib Kawasan (fstate Rqulattonladalah perafuran yang ditetapkan oleh pengelola kawasanyang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Pengelola Kawasan dan perusahaan dalampengelolaan dan pemanfaatan Kawasan lndustri sesuai d-engan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku di Wilayah Kabupaten Tuban. Tata Tertib Klwasan ini dapat nrrnrn berdasarkanperubahan peraturan..dan. perundangundangan yang berlaku serta peraturan pengelolaan Kawasan
lndustri yang akan diterbitkan kemudian, serta-me-ngikat kepada seluruh perusaiaan di Kawasan
lndustriTuban (KlT),

2. Kawasan lndustri adalah meliputi seluruh Kawasan tndustri termasuk Kawasan Komersial
yang dikembangkan oleh PT. Kawasan lndustri Gresik (KlG) di Kabupaten Tuban dengan nama
Kawasan lndustti Tuban (KIT) yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang diperuntukkaln sebagai
Kawasan lndustri berdasarkan keputusan pemerintah, baik pemerintatr RepuUii Indonesia ,arpirn
pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Perusahaan Kawasan lndustd adalah badan usaha yang telah memiliki lzin Usaha Kawasan Industri
(lUKl) untuk mengelola suatu areal lahan yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang
diperuntukkan sebagai kawasan industri. Dalam Tata Tertib Kawasan ini yang dimaksud Perusahaan
Kawasan lndusttiadalah PT. Kawasan lndustri Gresik (KlGlselaniutnya disebut Pengelola Kawasan
untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan lndustri Tuban (KlT).

4. Perusahaan adalah semua pihak termasuk Perusahaan yang berbadan hukum atau

perorangan yang melaksanakan kegiatan usahanya didalam Kawasan lndustriTuban (KlT).

5. lndustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,

dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan

rancang bangun dan perekayasaan industri,

5. Jenis lndustri adalah bagian suatu cabang industiyang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau

hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.

7. lzin Usaha tndustri (lUl) adalah izin yang diberikan setiap badan hukum untuk melakukan kegiatan

usaha industri sebagiimana dimaksud-dalam Peraturan Pemerintah Rl N0.107 Tahun 2015 dan/atau

peraturan perundangan yang berlaku.

g. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak atas tanah yang diberikan kepqda_ badan hukum atau

perorangan sebigimana dimiksud dalam Pasal 35 UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang

ireraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan/atau peraturan perundang'undangan yang berlaku.

9. lzin Mendirikan Bangunan flilB) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun,

mengubah, menguraigi, memperluas atau merawat bangunan yang diberikan oleh Kepala Daerah

kepada pemilik bangunan.
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10. lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap badan hukum yang melakukan kegiatan

danlatau kegiatan yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau UKL-UPL
(Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan), atau SPPL (Surat Pemyataan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) bedasarkan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan)

dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) Kauasan sesuai peraturan perundang+ndangan yang

berlaku, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat unfuk

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, yang diterbitkan oleh Menteri, Gubemur atau Bupati /
Walikota sesuai dengan kewenangannya.

11. Site Plan (Rencana Tapak Tanah) adalah rencana tapak lGwasan Industri yang menunjukkan pola

penggunaan lahan dan pola jaringan infastruktur serta fasilitas penunjang Kawasan lndustri yang

disahkan oleh Pemedntah Daerah setempat atas usul Pengelola Kawasan.

12. Site Plan Kavling (Rencana Tapak Kavling) adalah rencana peruntukan / penggunaan kavling yang

disahkan oleh Pemerintah Daerah atas usul Perusahaan melalui Pengelola Kawasan.

13, Pelanggaran adalah suatu tindakan / perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh Perusahaan

di Kawasan lndustri termasuk dan tidak terbatas masyarakat atau pihak-pihak / orang di

Kawasan lndustri terhadap ketentuan ahu peraturan yang ada dan telah ditetapkan oleh pihak

PT. Kawasan lndustriGresik (KlG), Pemerintah Daerah, maupun Undang-Undang.
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BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Tata Teilib Kawasan (Estate Regulationl

a. Tata Tertib Kawasan (Esfafe Regutationl ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
merupakan bagian yalO tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Pengikatan juai geti (ppJB)
danlatau Akta Jual Beli (AJB) untuk kavling dan bangunan {Blngunan paUrif Siap pakai tepSpl,
Gudang, Ruko, dan bangunan komersial lainnya), serta Perusihaan dianggap telah memahami
dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Tata Tertib Kawasan ini.

b. Pengelola Kawasan berhak untuk membuat kebijakan pengelolaan dan mengubah isi Tata Tertib
Kawasan (Estafe Regulation\ apabila dianggap perlu.

c. Pengelola Kawasan berhak untuk melaksanakan penerapan dan pemenuhan semua kondisi dan
kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Kawasan (Esfate Regutation)
kepada Perusahaan.dan/atau barangsiapa yang menjalankan aktivitas dan kegiatannya Il Oatrni
Kawasan lndustri Tuban (KlT).

d. Perusahaan yang berada di dalam Kawasan lndustri Tuban (KlT) berkewajiban melaksanakan
ketentuan'ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib Kawasan (Esfaie Regulaiion) termasuk biaya-
biaya yang ditetapkan oleh Pengelola Kawasan, dan peraturan pemerintatr serta peratuian
perundang-undangan yang berlaku.

e. Perusahaan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan dari pihak-pihak lain (masyarakat,
Lembaga Svadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah, dan pihak-pihak lainnya) atas tiOak
terpenuhinya Tata Tertib Kawasan (Esfafe Rqulation) dan perafuran pemerintah serta peraturan
perundang-undangan yang bedaku, dan Pengelola Kawasan tidak bertanggung jawab atas semua
tuntutan tersebut.

2. Kawasan Terbatas

a. Dalam rangka menciptakan Iingkungan usaha di Kawasan lndustri Tuban (KlT) yang aman,
nyaman dan kondusif, maka Pengelola Kawasan menetapkan Kawasan lndustri Tuban (KlT)
sebagai kawasan terbatas bagi kegiatan industri, bisnis dan logistik, terbatas bagi kendaraan yang
akan masuk kawasan yaitu yang hanya mempunyai kepentingan dengan kegiatan-kegiatan
tersebut.

b. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang terdaftar sebagai Perusahaan di
Kawasan lndustri Tuban (KlT) beserta tamu-tamunya, supplier, dan mifa bisnisnya, aparat
keamanan, instansi pemerintah dan penyedia utilitas atau kontraktomya yang bekerjasama dengan
Pengelola Kawasan.

c. Kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai izin dari Pengelola Kawasan tidak diperbolehkan
menggunakan lahan di Kawasan lndustri Tuban (KlT) termasuk lahan-lahan utilitas, lahan parkir,

dan lahan media luar ruang (iHan/promosi) kecuali yang bedzin dari Pengelola Kawasan.
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d' untuk memenuhi kepentingan-para pekeda yang sedang bekerja pada pembangunan perusahaan,
makanan / minuman harus dilayani oleh 

-saiu 
a[au b;Gr;r warung yang harus berada di dalamarea kavling perusahaan.

3. Jenis lndustri

a' Pada dasamya Kawasan Industri Tuban (KlT) disediakan bagi industri dan/atau kegiatan usaha
mulai dari skala. kecil, menengah, maupun industri besar 

-dengan 
,.rnpr*.tikan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku di bidang perindustrian dan-perdagani.n *rrt lingkungan
hidup.

b. Pengelola Kawasan berhak melakukan penilaian awat terhadap kelayakan lingkungan setiap
aplikasi permohoryl unluk menjalankan industri dan/atau kegiitan ,r.i. di dalam
Kawasan lndustri Tuban (KlT) dengan memperhatikan ketentuan peLturan perundangan yang
berlaku.

c' Pengelola Kawasan dapat menolak aplikasi permohonan apabila jenis industri tersebut memiliki
potensi yang tinggi terhadap pencemaran lingkungan dan memiliki jenis industri yang sama
dengan bisnis Pengelola Kawasan kecuali terdapat kerjasama pengelolaannya tengan
PT. Kawasan lndustri Gresik (KlG). lndustri yang boleh beroperasi di Kawasan lndustriTuban (KlT)
meliputi indusfii kimia dasar, indusUi mesin & logam dasar, aneka indusfi serta gudang dan
terminal container,dan lainnya.

d. Perusahaan yang menjalankan kegiatan industri di Kawasan Industri Tuban (KlT) berkewajiban
menginformasikan dan memberikan keterangan yang diperlukan pedhal jenis dan/atau kegiatan
industinya kepada Pengelda Kawasan, dan setiap perubahan jenis danlatau kegiatan industri
harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dad Pengelola Kawasan.

4. Syaratsyarat Umum Perusahaan di Kawasan lndustriTuban (KlT)

a. Setiap Perusahaan yang berminat untuk menjalankan industri dan/atau kegiatan usaha di dalam

Kawasan lndustri Tuban (KlT) diharuskan berbentuk badan usaha yang didirikan di lndonesia

berdasa*an hukum yang berlaku di lndonesia dan telah dilengkapi dengan surat-surat perijinan

terkait dengan jenis industri dan/atau kegiatan usaha yang bersangkutan.

b. Perusahaan harus melampirkan aplikasi permohonan untuk dapat menjalankan industri atau

kegiatan usaha di dalam Kawasan lndustri Tuban (KlT) berupa salinan (copyl berkas-berkas

sebagai berikut:
1. ldentitas Pemohon I Penanggungjawab :

a, Warga Negara lndonesia (WNl): Kartu Tanda Penduduk (lfiP);
b. Warga Negara Asing (WNA) :Kartu lzin TinggalTerbatas (KITAS)atau VISA/ Paspor;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;

3. Surat kuasa di atas kertas bermaterai dan KIP Pemberi Kuasa dan Penedma Kuasa;

4. lzin Usaha Industri(lUl);
5. Nomor lnduk Berusaha (NlB) / Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) / Tanda Daftar

Perusahaan (TDP);
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5. Ketentuan Sarana dan Prasarana Umum Kawasan

a. Fasilitas dan Sarana Kawasan

1) Fasilitas Umum

Eehte Reguhlrba lGwasan lndusfi Tuban {KIT} pT. KAWASAN tt{DUSTRt GRESTK {KtG)

6. Surat Keterangan Domilisi Usaha (SKDU);
7. Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian dari instansi

yang benrenang sesuai dengan perafuran yang berlaku, antara lain sebagai berikut:
a. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), ipabila badan usaha

berbentuk Perseroan Terbatas (P1), Commanditafue Vennootsciap (CV) / persekutuan
Komanditer dan yayasan 

;

b' Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM), apabila badan
usaha berbentuk Koperasi;

8' Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir (apabila ada perubahan)dan Surat Keputusan (SK)dari instansi yang berutrenang sesuai dengan peratunn yang berlatu ,rngrd-p;urnrn
tersebut;

9' Apabila akta'akta tersebut belum. memperoleh pengesahan dari instansi yang benrrenang,maka diharuskan untuk melampirkan surat keteralri*lrorrrofe) dari pin.r,-Not ri, vrngbedsi keterangan bahwa akta'akta perusahaan tersebut misih dalam prorri prngr*..n ,ntutmemperoleh pengesahan;
10' surat persetujuan pel,Tftn modal, tp?Il*:r.rahaan yang bersangkutan menggunakanfasilitas Penanaman.Modal Dalam trlegerl (PMdN) oan penarirarian ModalAsing (pMA);11' surat pemyataan kebenaran dan keablahan dokumen oan oaL li atas kertas bermateiai;12. Rekomendasi dokumen lingkungan;
13. Berkas-berkas lain yang tekait lang diperlukan.

untuk menunjang ahMtas dalam lingkungan Kawasan lndustri ruban (Klr) akan dibangunfasilitasfasilitas yang sifatnya melaya-ni re6utunan r,rryr*n inoust-rilantara lain :1. Kantin;
2. Ternpat ibadah;
3. Perumahan;
4. Dan lainnya.

2) lnstalasi Pengorah.an Air Bersih (rpAB) r water Treatnrent ptan(WTp)
Tahapan pengadaan suppty air' indusri ;;j;i'^ rJffi.ng kegiatan industri diKawasan tndushi.Tylql (ti1 antara hil b;;i'0.,r 'rii'tanah 

daram dan/atau dariPerusahaan Daerah Air Minum (nOnU;iuuan.

3) lnstalasi Pengolahan Air Limbah (lpAL) I waste waterTreatment ptan(nwrp)
Pusat pengolahan air limbah terpusat o.ng* ueumffiyJ'operasional pengolahan limbahcair sesuai dengan jenis dan timampuan- rryni',i iirii#g terpasang akan ditetapkankemudian' standar atau baku mutu irualitas fimnan vang"offirnoenran dibuang ke dalamsistem saluran ,il 

Tplh !,ry.:?n yang dapat uiotitr o] mlt n.i pengotahan Air Limbah(IPAL) Pengelola Kawasan lndustri.
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b. Prasarana lGwasan

1) Jalan dan Saluran

Untuk meffin'g rrgi.t n dan kelancaran transportasi_dalam usaha mendukung peningkatan

efisiensi Giffi fi;;; pro[ri o.ri P.rr.'h..n dalam Kawasan lndustri Tuban (Klr)'

dirancang pila iaringan jalan dan lalu lintas ke lingkungannya.

2j LamPu Penerangan Jalan

Jatan [fii;;g* Jitengrapi dengan l.TPt penerangan. jall pa9? setiap jarak

(40 - S0 meteg untuk jalan prlmer diEangun diatas'medianf sedangkan untuk jalan sekunder

pada bagian salah satu sisi pendestrian'

3) Pertamanan / Areal Hijau

.talur.peOestri.n O.n it .ng Terbuka Hijau (RlH) yang,disediakan dibeberapa lokasi dalam

Xrwr."olnOustri iuUan 1XiT1, Oiperuntuffair bagi-areil hiiau, p_ertamanan, bufier zone dan

tempat rekreasi areal terbuiia. Selain itu Perusahaan diwajibkal _11tuk melaksanakan

penghiiauan pada sebagian arealdalam Garis sempadan Bangunan (GSB).

4) Jaringan Listrik' 
lnstaiasi dan jaringan listrik dengan ketentuan jaringan ditentukan oleh Pengelola Kawasan

lndustri yaitu padi jalan tertentu harus menggunakan jaringan kabel underyround dan pada

jalan lain seperti kabel udara.

5) Jaringan Telepon' hs6iisi penyediaan dan jadngan distribusi telekomunikasiyang dipersiapkan untuk melayani

Perusahaan.

6) Jaringan Gas' 
Pengelola Kawasan lndustri menyediakan supply gas industri melalui keriasama dengan

perusahaan supplier gas.

Tempat Parkir

Pengelda Kawasan menentukan tempat parkir untuk truk yang akan melakukan kegiatan

dan/atau aktifitas di Kawasan lndustri Tuban (KlT).

7)
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pT. KAUUASAII INDUSTRI GRESIK (KlG)

BAB III

KETENTUAN TEKNIS

perusahaan berkewaiiban untuk mematuhi dan merakanakan semua ketentuan peraturan perundangan

[$;trH5x"#:t?r3-]d1['fli*$l:hl;ii:m'rra*,ffi:xtla:,Hi**;:il,fi 
:Tlnii

iiil;il ffiustriTuban (KlT) adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Tanah dan Bangunan

a. Bangunan-bangunan yang berdiri di ahs tanah kavling industi .harus .sesuai 
dengan

tzin Mendidkai g;ngrn.n- (tMB) yang dimiliki dan digunakan sesuai dengan izin usaha tetap

dan/atau tzin Usaha lndusfii yang dikeluarkan deh lnstansi Pemerintah Republik lndonesia yang

berwenang serta sebelumnya rencana penggunaan tanah dan bangunan (st{e plan) harus
mendapat persetujuan Pengelola Kawasan.

b. Perusahaan dalam mendirikan bangunan dilarang melanggar ketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB)dan tinggi
bangunan yang ditelah ditetapkan oleh pengelola Kawasan.

2. Koefisien Dasar Bangunan (KDBI I Building Coveragedan Taman

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) I Building Coverage adalah angka persentase berdasarkan
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan Iuas lahan / tanah perpetakan /
daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tati ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

b. Pengelola Kawasan mewajibkan Perusahaan dalam melakukan pembangunan harus mengikuti
besaran nilai Koefisien Dasar B_angunan (KDB) yang diatur oleh instanii terkait yang adi di
pemerintah daerah setempat. Koelisien Dasar Bangunan IXOS; maksimal 60 % daritotai luas tanah.

c. Luas bangunan di atas tanah dan beratap tidak boleh melebihi 60 % dari luas kavling, sedangkan
sisa minimum 40 % masih tersedia ruang terbuka dengan memperhatikan keterseiiaan teirpat
parkir seluruh kendaraan, memungkinkan adanya si*ulasi udara d'an akses pemadam kebakaran,
pencahayaan, pertamanan, dan lain-lain.

3. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

a. Ruang terbuka sebagai jarak bebas. 9i TgB, di samping kanan, dan kiri serta di belakang
bangunan yang harus disediakan untuk sirkulasi udara'seia mempertratikan aspek kesehatan]
keserasian lingkungan, maupun tidak mengganggu fungsi utilitas dan tujuan-tujrrn irrm.nan, dan
keselamatan termasuk. diantaranya penyelamatan dari bahaya kebakaran, sehingga mobil
pemadam kebakaran dapat leluasa memasuki lingkungan yang bersangkutan. Untuk maksud
t_ersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-unOangan yang be-rlaku, maka ditetapkan
Garis Sempadan Bangunan (GSB), sebagai berikut:
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1) Kavling
a) Untuk kavling yang terletak sepanjang jalan utama :

(1) Bagian muka minimum : 10 meter
(21 Bagian samping minimum : 6 meter
(3) Bagian belakang minimum : 6 meter

b) Untuk kavling yang terletak sepanjang jalan sekunder:
(1) Bagian muka minimum : 10 meter
(21 Bagian samping minimum : 6 meter
(3) Bagian belakang minimum : 6 meter

c) Khusus untuk kavling yang menghadap lebih dari satu jalan, maka jarak antara dinding
bangunan dengan batas kavling, yang menghadap:
(1) Jalan utama minimum : 10 meter
(2)Jalan sekunder minimum : 10 meter

b. Di dalam Garis Sempadan Bangunan (GSB) tersebut tidak dibenarkan adanya bangunan, kecuali
bangunantangunan seperti di bawah ini yang dilengkapi lzin Mendirikan 

-Bangunin 
(lMB) dari

lnstansi Pemerintah yang benuenang serta sebelumnya mendapatkan peng6sahan dan/atau
persetujuan sde plan dan desain dari Pengelola Kawasan, yaitu :

1) Tiang bendera;
2) Pos jaga r (3 x 3) m2;

3) Baksampah;
4) Bangunan lain seperti bak air dan sebagainya, dengan ketentuan harus tertanam dan rata
dengan permukaan tanah;
5) Papan nama;
5) Menara air maksimaltinggi 1,5 meter;
7) Area parkir beratap namun tidak berdinding.

c' Khusus untuk pembangunan gardu listrik harus memperoleh persetgjuan terlebih dahulu dari
Pengelola Kauasan 

. 
dan perusahaan penyedia listrik serta dilengL"pi orng.n liin tvtenuirftan

Bangunan (lMB) dari instansiyang benarcnang.

d' Untuk melakukan regplan _ pembangunan atas lahan tanah kavling industri,
Pengelola Kawasan mewajibkan Perusahaan mengikuti Garis SempaUan nangun.n "1ossy y.ng
telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah lGbupaten T:uban yang beda[u tearis semprJrl a.ngrr.n
(GSB)tetap harus melakukan konlirmasi ke Dinas Tata Ruing-Kabupaten Tuban).

e' Penyimpangan bangu1l, sgrtg_setiap perubahan peruntukan maupun penambahan bangunan
harus mendapat persetujuan dari pengelol'a Kawasan.

f' Pelanggaran atas oeraJurll yang berlaku, instansi yang benrenang berhak melakukan teguran danpenertiban, maka segala akibat yang ditimburkan menlali anggungji*au perusanian. 
" -
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4. Ketentuan Perluasan Bangunan

a. Setiap penambahan luas lantai bangunan tidak diperkenankan membebani struktur bangunan
exislrng melainkan struktur bangunan tambahan harus berdiri sendiri.

b. Tidak diperkenankan merubah tampak bangunan tanpa persetrjuan Pengelola Kawasan

c. Setiap penambahan luas bangunan tidak diperkenankan melebihi Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

maksimum 60 % dari total luas tanah, meskipun Garis Sempadan Bangunan (GSB) terpenuhi.

d. Setiap penambahan bangunan yang berhimpit dengan bangunan disebelahnya harus membuat
dinding bangunan tersendiri (terpisah) dan membuat sistem pembuangan air hujannya tersendiri.

5. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) I Building Coverage Rafio dan Tinggi dari Bangunan

a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) I Bullding Covenge Rafio adalah angka persentase perbandingan

antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasaisesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

b. Koesifien Lantai Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diperkenankan sebagai berikut:
1) Untuk bangunan peruntukan lndustri :

Jumlah luas lantai bangunan tidak boleh melebihi 150 % dari luas kavling dan maksimum tinggi
gedung adalah 20 meter dari permukaan tanah. Untuk bangunan dengan tinggi melebihi
20 meter, maka harus mendapat persetuiuan dari Pengelda Kawasan lndustri.

2) Untuk bangunan peruntukan Komersial :

Jumlah luas lantai bangunan tidak boleh melebihi 400o/o dari luas kavling dan maksimum tinggi
gedung adalah 30 meter atau 7 lantai dari permukaan tanah. Untuk tinggi gedung lebih dari

30 meter atau 7 lantai, terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pengelola lGwasan dan
Instansi Pemerintah Republik lndonesia yang benruenang.

6. Denah Tata Letak {Lay Outl

Dalam merencanakan denah tata letak bangunan perusahaan di atas lahan kavling industri disarankan
dilengkapi ruangan-ruangan yang cukup untuk:
1. Pagar

Pembuatan pagar kavling harus mengikutistandar di bawah ini :

a. Bagian yang menghadap jalan (dibuat transparan), tinggi maksimum : 1,75 m
b. Bagian samping (masif)tinggimaksimum : 3,00 m

(2,50 m dari masif t 0,5 m kawat duri)
c. Bagian belakang (masif) tinggimaksimum : 3,00 m
d. Untuk bangunan multiguna jenis COB (menghadap jalan ROV < 20) diperkenankan membuat

pagar hanya jika sesuai spesifikasi pagar yang ditetapkan Pengelola Kawasan.

2. Water Reservorr
Setiap Perusahaan diwajibkan untuk membangun water rcseruoir dengan kapasitas untuk
kebutuhan selama 3 (tiga) hari apabila listrik padam atau volume sebesar t 40 m3/hari, air produksi
juga dapat dipergunakan sebagai water hydnnf atau sebagai penampungan air.
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3. Menara Air
Bangunan menara air dibangun dalam site blok area dengan ketinggian maksimat 3 meter dari tinggi
bangunan.

4. Kantor

5. Pos jaga

6. Tiang benderra

7. Papan namaperusahaan
Pemasangan papan nama perusahaan di dalam kavling yang bersangkutan harus mengurus
pedzinannya kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, sesuai dengan Perahrran Daerah yang berliku.

8. Musholla/tempatibadah

9. Kantin karyawan
Setiap Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan kantin untuk kepentingan karyawannya dan
melarang setiap padagang kaki lima yang mangkal didepan pabriknya dengan penanggung jawab
Perusahaan.

10. Tempat istirahat dan loker
Setiap Perusahaan disarankan untuk menyediakan ruangan loker untuk pengamanan kegiatan
produksi sesuai dengan kebutuhan dan tempat istirahat sopir / operator rnesin yang memadai.

1 1. Tempat bongkar muat barang dan penyimpanan

Perusahaan berkewajiban untuk :

a. Menyediakan tempat kegiatan bongkar / muat dan kegiatan penyimpanan / penumpukan

barang di dalam lingkungan lahan Kawasan lndustri yang bersangkutan, dengan
mempertratikan pula aspek estetika lingkungan.

b. Kegiatan bongkar / muat dan penyimpanan I penumpukan barang tidak dibenarkan dilakukan di

Iuar lingkungan dari batas lahan kegiatan industrinya atau menggunakan areal badan jalan.

c. Kendaraan yang menunggu untuk melakukan kegiatan bongkar muat dilarang parkir di area
badan jalan di sekitar lahan yang digunakan.

d. Pelanggaran terhadap ketentuan bongkar muat tersebut di atas, Pengelola Kauasan bersama
dengan aparat keamanan terkait dapat melakukan teguran dan memindahkan kendaraan ke

tempat yang disediakan.

12. Jalan Lingkungan dan tempat parkir

a. Guna keperluan kelancaran sirkulasi kendaraan / barang, maka Perusahaan harus

menyediakan jalan lingkungan pabrik.

b. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan tempat parkir yang luasnya arkup memadai di

dalam lingkungan lahan kegiatan industri sesuai dengan peraturan yang bedaku, guna

keperluan sirkulasi kendaraan karyawan / tamu dan kendaraan industri, dengan

memperhitungkan ti ngkat pertarnbahan kendaraan dikemudian hari.
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c. Perusahaan tidak diperbolehkan untuk membedkan izin bagi siapapun untuk parkir kendaraan
dijalan lingkungan kawasan meskipun berada di halaman depan lahan yang digunakan, kecuali
ditempat-tempat yang disediakan oleh Kawasan lndustriTuban (KlT).

13. Taman

Pola perencanaan perkavlingan dari Perusahaan yang bersangkutan harus memperhatikan unsur
penghijauan dan keasrian dengan menyediakan taman di dalam batas tahan yang digunakan,
sehingga dapat mengurangi tingkat polusi / pencemaran udara akibat aktifiias 

-industri 
dan

mendukung estetika kawasan. Maka dariitu :

a. Semua tanah'tanah terbuka yang dapat ditempati bangunan di dalam kavling perusahaan
harus diolah lenjadi pertamanan yang rapi dan indah (penghijauan) yang dapat menciptakan
suasana sejuk dan nyaman serta masih terrsedianya tanah kavling untuk penyirapan air hujan.
Luas minimal pertamanan 25o/odai ruangan terbuka yang ditentukan atau minimum 7,So/odari
totalluas lahan.

b. Penebangan dan/atau pemindahan pohon yang berada di jalur utilitas kawasan, harus
mendapat izin dari Pengelola Kawasan dan dikenakan biaya sesuai tarff yang berlaku.

14. Lahan untuk keperluan utilitas umum
Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan lahan di lingkungan industri yang bercangkutan
guna keperluan penempatan utilitas umum seperti gardu listrik, tiang listik, pipi aii gas, da-n lain-
latn.

15. Tempat Pembuangan Sampah (sementara)
Perusahaan harus menyediakan tempat pembuangan sampah sementara yang terlindung dari
pandangan sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. peiusahaan harus
membuang sampah di TPS'nya keluar dari kawasan din dilarang membuang di area kawasan.
Pelanggaran atas ketenluan ini, Pengelola Kawasan befiak melakikan tegurai dan penangkapan
serta mengenakan sanksi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku-dengan mengacu pada
peraturan daerah setempat.

16. Tempat Penyimpanan sementara Bahan Berbahaya dan Beracun (83)
P-erusahaan wajib menyediakan tempat penyimpinan sementara'Uifran berbahaya dan beracun
(83) sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan yang dimiliki. Reiantgaran atas
ketentuan ini, Pengelola Kawasan berhak metaturan tegurai dan prnrnglirprn serta
mengenakan sanksi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku dengan m-engacu pada
peraturan daerah setempat.

17. Pembuangan air hujan dan limbah produksi / instalasi pengotahan air limbah
Pembuangan air hujan dengan saluran terbuka menuju 

-saluran 
umum Kawasan lndustri Tuban

(KlT), harus dipisahkan dengan pembuangan limbah froduksi dan limbah domestik dengan pipa
tertutup dengan dilengkapi bak kontrol (cek poinf) untuk memantau / mengambilsampel air limbah.

18. Genset
Jika dalam kondisisangat memaksa sehingga Perusahaan perlu menggunakan genset, maka :

a. Operasional penggunaan genset harui mendapat izin oari Peni6bfa Xailasan dan instansi
pemerintah yang berwenang;
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b. Menggunakan tipe super silent yang dilengkapi dengan soundproof atau diletakkan dalam
ruangan bawah tanah sehingga memenuhi ketentuan pemedntah yang berlaku;

c. Penempatan genset harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB);

d. Sebelum pengoperasian genset, harus dilakukan ujicoba bersama Pengelola Kawasan sampai
dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

'19. Alat Pemadam Kebakaran

Setiap Perusahaan {Tenanf} diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran baik yang berupa
portable, hydnnt spnnkle dan lain-lain sesuai dengan jenis kegiatan dan skala luas pabrik.

20. Pencegahan gangguan dengan dilengkapi Sistem Tanggap Darurat Perusahaan (STDP)
Setiap Perusahaan harus menerapkan sistem tanggap darurat pada kondisi darurat pada unit :

pengolahan air limbah, penanganan emisi udara, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (83), dan aspek lingkungan terkait lainnya unhrk menjamin dipenuhinya Tata Tertib
Kawasan (Esfafe Regulation), penaturan pemerintah dan peratunan perundang-undangan yang

berlaku.

7. Percyaratan Cerobong

Cerobong udara harus dibuat dengan mempertimbangkan aspek pengendalian pencemaran udara yang

didasarkan pada lokasi dan tinggi cerobong. Pertimbangan kondisi meteorologis dan tata guna tanah
merupakan salah satu pertimbangan untuk mendapatkan lokasi dan tinggi cerobong yang tepat, dimana
dengan perhitungan modelling pencemaran udara akan dapat ditentukan disperse udara, dari cerobong
terhadap kondisi udara sekitamya. Dari disperse udara, dapat ditenfukan konsentrasi udara di atas
permukaan tanah yang sesuai dengan standar kualitas udara ambien. Rancang bangun atau desain
cerobong disesuaikan kondisi pabrik dengan pertimbangan emisi yang akan dikeluarkan tidak melebihi
baku mutu emisiyang ditetapkan.

Disamping itu, beberapa persyaratan perencanaan cerobong secara umum sebagai berikut:

1. Tinggi cerobong minimal 24 meter sehingga lingkungan sekitamya tidak terkena turbulensi.
2. Kecepatan aliran gas dari cerobong sebaiknya lebih besar dari 20 m/detik sehingga gas{as yang

keluar dari cerobong akan terhindar dari turbulensi.

3. Gasgas dari cerobong dengan diameter lebih kecil dad 5 feet dan tinggi kurang dari 200 feet akan
mengakibatkan konsentmsi di bagian bawah akan menjadi tinggi.

4. Konsentasi maksimum bagian permukaan tanah dari cerobong gas-gas (agar terjadi difusi)
biasanya terjadi pada jarak 5 - 10 kali tinggi cerobong downwind.

5. Konsentrasi maksimum zat pencemar berkisar antara 0,001 - 1 olo dai konsentrasi zat pencemar

dalam cerobong.
6. Konsentrasi di permukaan dapat dikurangi dengan menggunakan cerobong yang tinggi.

Variasi konsentrasi pencemar pada permukaan akan berbanding terbalik dengan kuadrat tinggi
cerobong efekif.

7. Warna cerobong harus mencolok sehingga mudah terlihat.
8. Cerobong dilengkapi dengan pelat penahan angin yang melingkari cerobong secara memanjang

kearah ujung atas.
9. Puncak cerobong sebaiknya terbuka, jika pihak industri menganggap pedu untuk memberi penutup

(biasanya cerobong kecil/rendah) maka penutup berbentuk segitiga terbalik (terbuka ke atas).
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10. Setiap cerobong diberi nomor dan dicantumkan dalam denah industri.

8. Pengambilan Air Tanah

Setiap Perusahaan di dalam Kawasan lndustri wajib memelihara daya dukung lingkungan di sekitar
Kawasan lndustri, dan tidak boleh melakukan pengambilan ah tanah berdasarkan peraturan
perundangan yang bedaku.

9. Pencurian Air

Setiap Perusahaan dilarang mengambil air bersih dari jalur pipa milik Pengelola Kawasan lndustri
tanpa izin. Pelanggaran atas ketentuan ini akan diperlakukan sebagai kasus tindak pidana.

10. Pembuangan Air Hujan

a, Setiap Perusahaan wajib melakukan pemanfaatan air hujan dengan cam membuat kolam
pengumpul air hujan, sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori sesuai dengan
standar yang ditetapkan dalam ketentuan perafuran perundang+ndangan yang bedaku.

b. Perusahaan wajib menyelesaikan program/rencana permanen pengelolaan ah hujan sebagai
bagian upaya pemulihan tata air pada lingkungan hidup

c. Pembuangan air hujan dari kavling Perusahaan harus dialirkan melalui saluran yang terbuat
dari pasangan batu/beton, menuju ke sistem saluran air hujan kawasan yang berada
sepanjang jalan kawasan, serta perencanaan sitem. Untuk konstruksi pembuangan air hujan
yang berbeda dengan ketentuan di atas maka spesifikasi dan teknis pdaksanaannya harus

mengikuti persyaratan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pengelola Kawasan.

11. Pencegahan Gangguan

Umum
Di dalam perencanaan harus sudah dipikirkan tindakan - tindakan pencegahan terhadap

kemungkinan gangguan{angguan seperti: debu, asap, bau, kebisingan, getaran, suara,

kebakaran dan sebagainya.
Perusahaan harus menerapkan sistem tanggap darurat pada kondisi darurat pada unit:
pengolahan air limbah, penanganan emisi udara, penanganan limbah 83 dan aspek lingkungan

te*ait lainnya untuk menjamin dipenuhinya Tata Tertib Kawasan dan peraturan pemerintah

yang berlaku.

12. Tanah Bekas Gdian

Apabila terdapat kelebihan tanah bekas galian, maka kelebihan tanah tersebut dapat dibuang ke

luar kawasan atau di dalam kawasan dengan lokasi ditenfukan oleh Pengelola Kawasan. Untuk
pembuangan di dalam kawasan, maka tanah harus dipadatkan dan diratakan. Sebelum

dimulainya pekerjaan, maka kontraktor pelaksana harus mendapat izin Pengelda Kawasan.

,l3. Kontraktor

Kontraktor pelaksana pembangunan Perusahaan harus memiliki surat ijin usaha jasa konsfiuksi

dari instansi benuenang. Sebelum dimulainya peke{aan ftsik, maka kontraktor pelaksana harus

menghubungi Pengelola Kawasan untuk mendapatkan izin kerja di dalam kawasan. Pengelola
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berhak menghentikan pekerjaan apabila tidak mempunyai izin atau menyalahi izin yang
diberikan.

,l4. Perencanaan Pembangunan

Perusahaan perencana unluk pembangunan perusahaan harus memiliki Surat izin sesuai ketentuan
yang berlaku. Sebelum dimulainya pekeriaan perencanaan, diwajibkan untuk konsultasi
dengan Pengelola Kawasan untuk menyesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku.

15. Pelaksanaan Pembangunan

Sebelum pelaksanaan pembangunan, perusahaan diwajibkan menghubungi Pengelola Kawasan
untuk menyelesaikan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1) Mengajukan Pennohonan Surat ljin Ke[a (SlK).

2) Untuk kavling baru harus dilengkapi Berita Acara Penetapan Batas Kavling dan Berita
Acara Serah Terima (BAST) Lahan.

3) Terkait dengan kewajiban pengurusan lMB, maka pelaksanaan pembangunan akan mengikuti
peraturan perundangan yang berlaku .

4) Pengamanan selama pelaksanaan proyek pembangunan, harus bertoordinasi dengan
Pengelola Kawasan.

16. Pemasukan Tanah ke Dalam l(awasan

Apabila terdapat kekurangan tanah, maka pemasukan tanah dari luar kawasan harus seizin
Pengelola Kawasan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan apabila

terjadi pengotoran dan/atau kerusakan jalan maka menjadi tanggung jawab Perusahaan yang

sedang melaksanakan pembangunan.

,l7. Bangunan Sementara

Bangunan sementara / semi permanen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan,

maka setelah proyek tersebut selesai, bangunan sementana 1 semi pernanen tersebut harus

dibongkar dan membuang sisa-sisa bangunan ke luar kawasan dalam waktu 14 hari.

18. Perkenan Masuk Kavling dan/atau Bangunan

Perusahaan berkewajiban untuk memperkenankan petugas-petugas Pengelola Kawasan / lnstansi
yang tekait untuk masuk ke dalam kavling dan/atau bangunan, dalam rangka menunaikan

tugasnya.

19. Pemeliharaan Kavling

Perusahaan di dalam kawasan, yang meliputi kavling kosong, kavling yang telah dibangun dan

bangunan pergudangan dan pabdk siap pakai harus memelihara kerapian dan kebersihannya, yaitu

dengan memotong rumput atau semak-semak yang tumbuh, termasuk untuk pencegahan bahaya

kebakaran, yang dampaknya akan menjadi tanggung jawab Perusahaan,
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20. KondisiDarurat

1) Dalam keadaan darurat, petugas yang beruenang dan atau pengelola Kawasan dapat
memasuki kavling/bangunan perusahaan tanpa ijin ataupun m6mberitahukan terle'bih
dahulu, baik dalam keadaan ditempati atau dalam keadaan kosong.

2) Yang dimaksud keadaan darurat adalah tidak terbatas pada bilamana terdapat kobaran api
(kebakaran) atau bencana alam, terjadi keributan/pe*elahian, perbuatan tindak
kejahatan / pidana, atau terdapat kejadian-kejadian lain yang dicurigai sebagai perbuatan
tindak pidana / kejahatan.

3) Dalam keadaan darurat tertentu, misalnya tefadi kebakaran, petugas-petugas pertolongan
dapat memasuki bangunan industri yang bersebelahan, atau di muka / di belakangnya.

2,l. Kehilangan, Kecelakaan, Kahar dan Bencana

1) Pengelola Kawasan tidak bertanggung jawab terhadap kejadian atau segala keadaan yang

diakibatkan peristiwa termasuk namun tidak teftatas pada kehilangan / kerusakan / kecelakaan
(pohon / pagar / tiang listrik /rambu / baliho I papan reklame robh, menabrak temak, dan

kecelakaan lainnya), musnahnya hart+benda rnilik Perusahaan darlatau hilangnya
jiwa yang disebabkan deh kebakaran, kecurian, perampokan, kekeringan, banjir, petir,

gempa bumi, kerusuhan, pemogokan, wabah penyakit atau bencana dam lainnya dan

diberlakukannya peraturan atau keputusan atau kebijakan dad pemerintah / instansi

berwenang lainnya yang merupakan kejadian di luar kehendak / kekuasaan / kemampuan

Pengelola Kawasan.

2) Barangsiapa bilamana sedang berada di dalam Kawasan lndustri mengalami peristiwa atau

keiadian seperti yang dimaksud dalam butir 1 di atas, maka baik sebagian maupun

seluruhnya menjadi tanggung jawab dan resiko masing-masing serta membebaskan

Pengelola Kawasan dari segala bentuk tanggung jawab dalam bentuk apapun'

3) Perusahaan sangat dianjurkan untuk mengasuransikan iiwa, bangunan dan seluruh benda

miliknya untuk jenis pertanggungan asuransi yang memberikan perlindungan lengkap

terhadap kerugian dan/atau kerusakan, hal ifu dapat memberikan rasa tentam dan dapat

memberikan perlindungan Perusahaan bilamana te{adi kejadian atau segala keadaan

sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas.

22. Tertib Batas Wilayah

Perusahaan di dalam kawasan tidak diperbolehkan merubah batas-batas wilayah Desa,

Kecamatan baik berupa batas alam ataupun batas-batas yang ditetapkan oleh Pemedntah.

23. Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan

Perusahaan di dalam kawasan dalam melaksanakan kegiatannya perlu memperhatikan

keikutsertaan, pemberdayaan dan dukungan masyarakat sekitar baik dalam kegiatan indusfii

maupun kegiatan yang bersifat kemasyarakatan lainnya, sebagai bentuk tanggungjawab sosial

lingkungan Perusahaan untuk mendukung pembangunan dan/atau kegiatan Perusahaan yang

berkelanjutan (susfainable developmenfl .
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Perizinan

PT. KAWASA]II INDUSTRI GRESIK (KIG}

Pelaksanaan pembangunan fisik gedung pabrik dan sarana pendukungnya, sebelumnya harus sudah
dilakukan pengurusan perizinan sesuaidengan peraturan yang berlaku.
1) Pelaksanaan pembangunan fisik gedung pabrik baru, harus mempunyai lzin Mendirikan Bangunan

(lMB) dari instansi yang bawenang dan/atau sesuai peraturan Pemkab Tuban.
2) Pengurusan lzin Mendirikan Bangunan (lMB) atas gedung / bangunan pabrik dilakukan oleh setiap

Perusahaan yang bersangkutan ke instansi terkait dengan terlebih dahulu memperoleh surat
rekomendasi dad Pengelola Kawasan.

3) Dalam jangka waKu 2 tahun sejak penandatanganan surat perjanjian pengikatan jua! beli lahan,
maka setiap Perusahaan harus sudah memulai ahifitas pembangunan fisik gedung / bangunan
pabrik.

4) Apabila Perusahaan tidak melakukan akifitas pembangunan fisik gedung / pabrik dalam jangka

waktu tersebut di atas, maka konsekuensinya sebagaimana disebutkan dalam Perikatan Jual Beli

(PJB).

5) Setiap Perusahaan tidak dibenarkan untuk menimbun atau rneletakkan bahan / material di luar
batas tanah kavling industdnya.

6) Setiap Perusahaan tidak dibenarkan unfuk membuat deep well (sumur bor) di kawasan.

7) Setiap Perusahaan atau kontraktor yang bekerja untuk Perusahaan harus segera membongkar

bowkeet dan bangunan darurat lainnya setelah pembangunan selesai.

8) Seluruh biaya yang ditimbulkan atas papan nama perusahaan sebagai identitas tersebut menjadi

tanggungjawab Perusahaan termasuk biaya pajaknya.
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BAB IV

LAYANAN DAN PRODUK KAWASAN

l. Layanan Kawasan

1) Pengelola Kawasan befiak memberikan rekomendasi Surat Keterangan Domisili yang dibutuhkan
oleh setiap Perusahaan, berlaku selama 3 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
ditetapkan oleh Pengelola Kawasan.

2) Pengelola Kawasan sebagai pemegang dokumen AMDAL Kawasan, akan memberikan rekomendasi
dokumen lingkungan bagi Perusahaan yang akan melakukan pengurusan dokumen lingkungan ke
instansi terkait.

3) Pengelola Kawasan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan yang akan melakukan
perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kawasan lndustri Tuban (KlT) setelah Perusahaan

menyelesaikan kewaiiban perpanjangan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

4) Pengelola Kawasan membanfu dan mengarahkan perencanaan stte plan rencana bangunan pabdk

sesuai dengan ketentuan yang bedaku serta dengan mempertimbangkan kondisi peruntukan / /ay

out dan pengguna lahan sekitamya, dan setiap penambahan bangunan harus mendapatkan

persetujuan dari pengelola Kauasan lndustti Tuban (KlT), sedangkan untuk fungsi pengawasan

berada pada pemerintah daerah setempat.

5) Pengelola Kawasan membantu pengurusan penyambungan utilitas baik sambungan baru,

sambungan tambahan maupun perbaikan dengan mengkoordinasikan cara dan waktu pelaksanaan

penyelesaian dengan instansi terkait.

6) Pengelolaan fasilitas Kawasan lndustri Tuban (KlT) dilakukan oleh Pengelola Kawasan yang

meliputijalan, saluran drainase, taman, berm, pedestian, lahan, penerangan jalan umum, instalasi

air bersih, instalasi air Iimbah, dan lainnya.

7) Apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana, maka dibedakan berdasarkan kriteria kerusakan,

antara lain :

a) Kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan atau yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi, usia

sarana dan prasarana yang disebabkan oleh bencana alam adalah meniadi tanggung jawab

Pengelola Kawasan.

b) Kerulakan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kesengaiaan dari Perusahaan atau pihak

lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan pihak Perusahaan meniadi tanggung jawab

setiap Perusahaan yang bersangkutan, sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel {. Jenis Kerusakan

Jenis Kerusakan Volume

M2/M1

i*
i
i
a

j
i:i
:.r:
f :'
i:.

f:,,!.

I

t
t

21,
i.,,
,::.

2. Saluran M2

/ rumput

4. 'Pohonlpelindung Batang
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Lampu penerangan jalan umum (PJU)

L Jaringan pipa air bersih

0. Jaringan kabel listrik

Jaringan kabel telepon

12. Panel lampu jalan

13. Dan lain-lain

PT. KAWASAH |NDUSTRI GRESTK (Ktc)

Unit

Tiang

M1

1

1

c) Biaya kerusakan dihitung atas volume dan tingkat kerusakan yang besamya akan ditetapkan
kemudian.

d) Biaya disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat terjadinya kerusakan.
Agar perawatan kerusakan sarana dan prasarana dapt berfungsi dengan baik, maka kepada
setiap Perusahaan yang ada di lGwasan lndustri Tuban (KlT) dibebankan Biaya Pemeliharaan
Standar (BPS) / Maintenance Fee yang dipergunakan unfuk merawat kerusakan sarana dan
prasarana yang diakibatkan deh pemakaian Perusahaan serta pihak ketiga yang mempunyai
hubungan ke{a dengan Perusahaan tersebut agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Kavling / Bangunan lndustri

Menyediakan tanah kavling industrisiap bangun untuk menampung kegiatan usaha industri ringan dan
industri menengah dari ukuran 2.000 m'?sampai dengan t hektar atau ukuran kelipatannya.
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BABV

KETE].ITUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEiI LINGKUNGAN

Setiap Perusahaan dalam memenuhi ketentuan peratunn lingkungan hidup Kawasan Industri Tuban
(KlT) wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang-dibutuhkan seperti UKL-UPL {Upaya
Peng-elolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan), atau SPPL (Surat Pemyataan pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan) yang bedasad<an AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Ling[ungan),
RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkunganl eengilola
Kawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memperoh[ pengesaian I
pensetujuan dari instansi yang benvenang. Maka dari itu, setiap Perusahaan yang menlalankan
kegiatan industri I kegiatan usaha di dalam Kawasan lndustri Tuban (KlT) mempunyai kewajiban
sebagai berikut:

a. Setiap Perusahaan, wajib menyusun dokumen lingkungan yaitu : UKL-UPL (Upaya Pengelolaan
Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan), atau SPPL (Surat Pemyataan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan) berdasarkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), RKL
(Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) Kawasan
dan/atau wajib memenuhi aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Setiap Perusahaan dalam Kawasan lndustri, dikecualikan dari perizinan yang menyangkut lzin
Gangguan dan lzin Lokasi.

c. Pengelola Kawasan membedkan surat rekomendasi kepada setiap Perusahaan guna pengurusan
pengesahan / persetujuan dokumen lingkungan (UKL-UPL atau SPPL) tersebut kepada instansi
yang berwenang dan/atau sesuai dengan aturan perundangrundangan yang berlaku. Sebelum
dokumen lingkungan tersebut diajukan pengesahan / persefujuannya kepada instansi yang

berwenang, maka terlebih dahulu dokumen UKL dan UPL tersebut diberikan kepada Pengelola

Kawasan guna dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya terhadap AilIDAL, RKL, dan RPL Kawasan

lndustri.

B. UPAYA PENCEGAHAN PENCEHARAN LINGKUI{GAN

Setiap Perusahaan di Kawasan lndustri Tuban (KlT) harus mencegah teriadinya pencemaran

lingkungan (air, udara, dan tanah) dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk e,air (water pollution)

maupun padat (soltd wastQ.

1. Pencemaran Udara dan Kebisingan

a) Emisi
1) Setiap Perusahaan yang menghasilkan limbah emisi berupa gas, bau, debu, uap, dan

sebagainya, wajib melakukan pengelolaan termasuk memasang alat pengendali pencemaran
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udara sehingga dapat memenuhi baku mufu udara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

atau pemedntah daerah yang berlaku dan mengikuti ketentuan yang lebih ketat, serta harus
menyampaikan laporan kepada instansi terkait dan kepada Pengelola Kawasan lndustri
sesuai keputusan Bappeda dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2) Setiap Perusahaan yang dalam produksinya menghasilkan limbah berupa gas / partikelwajib
memiliki cerubong untuk gas / partikel yang dihasilkan (emisi bergerak dan emisi tidak
bergerak) dengan standar ketinggian sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Setiap Perusahaan wajib melakukan pengukuran udara emisi dan udara ambien sesuai
dengan dokumen UKL / UPL.

4) Apabila kualitas udara yang dihasilkan oleh Perusahaan melebihi ambang batas yang

ditentukan maka Perusahaan harus memperbaiki sistem pengendalian pen@maran udaranya,
sehingga kualitas buangannya memenuhi baku mutu yang ditentukan.

5) Pengelola Kawasan akan membedkan peringatan tertulis kepada Perusahaan yang kualitas

udara buangannya tidak memenuhi percyaratan yang ditetapkan dan apabila peringatan

tertulis tersebut tidak mendapatkan respon dari Perusahaan, maka Pengelola Kawasan akan

melaporkan ke instansi yang berwenang.

b) Kebauan
Setiap Perusahaan di dalam Kawasan lndustri harus mengendalikan dan memonitor tingkat

kebauan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup dan/atau peraturan perundangan yang bedaku.

c) Getaran
Setiap Perusahaan di dalam Kawasan lndustri harus mengendalikan dan memonitor tingkat

getaran sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

d) Kebisingan
Setiap Perusahaan yang menimbulkan kebisingan yang ditimbulkan agar tidak dilampaui batas-

batas kebisingan sepertiyang tersebut dalam peraturan yang dikeluarkan deh pemerintah pusat

dan/atau perafuran daerah yang berlaku dengan mengikuti ketentuan yang lebih ketat.

e) Penanggulangan Dampak
Penanggulangan dampak akibat dari pencemaran udara dan getaran / kebisingan terhadap

lingkungan sekitar menjadi tanggung jawab Perusahaan.

f) Sanksi
Apabila teriadi pelanggaran yang diakibatkan oleh Perusahaan, maka Pengelola lGwasan

bertrak memberikan sanksi kepada Perusahaan tersebut sesuai dengan Tata Tertib Kawasan

(Estate Regulation) dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Limbah Cair (lndustridan Domestik)
Limbah cair adalah limbah cah domestik dan limbah industri. Air limbah yang dihasilkan setiap

Perusahaan, wajib dibuang ke sistem saluran air limbah kawasan melalui service manhole yang

disediakan oleh Pengelola Kauasan Industri. Pipa saluran yang dipakai harus pipa teftutup tertanam

di bawah tanah dan darijenis pipa yang cocok untrk saluran air limbah. Terbuangnya air limbah di
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luar sistem saluran limbah lGwasan Industri Tuban (KlT) dapat menyebabkan kasus penoemaran

Iingkungan yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Perusahaan. Kelancaran aliran air
limbah intemal sampai dengan di seMce manhole merupakan tanggung jawab dari masing-masing

setiap Perusahaan. Maka dari itu :

1) Perusahaan yang membuang limbahnya melalui IPAL lGwasan lndusfri akan dikenakan biaya
pemasangan dan pengolahan.

2) Biaya atas pengolahan air limbah yang masuk ke saluran IPAL kawasan akan didasarkan atas
penggunaan 507o dari pemakaian ari bersih.

3) Kualitas air limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan harus memenuhi Standar Kualitas Air
Limbah lnfluent IPAL Kawasan.

4) Kualitas air limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan harus dipantau dan dilaporkan secara

berkala kepada Pengelola Kawasan dan/atau dipantau oleh Pengelola lGwasan bekeriasama

dengan Laboratorium Lingkungan dan biaya yang timbul dibebankan kepada Perusahaan yang

bersangkutan.

3. Limbah Padat
1) Pengelola Kawasan menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk limbah

lingkungan kawasan.
2) Perusahaan wajib menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (IPS) limbah padat di dalam

intemal Iingkungan Perusahaanya.

3) Limbah 83 yang dihasilkan Perusahaan harus dibuang ke perusahaan pengolahan Iimbah 83
yang memilikiizin.

4) Perusahaan berkoordinasi dan melaporkan kepada Pengelola Kawasan terkait pembuangan

limbah.

5) Limbah padat akan didaur ulang apabila memungkinkan atau diangkut ke tempat penampungan

atau dibawa oleh pihak lain yang dapat menggunakan limbah tersebut, sampah akan

dikumpulkan ditempat pembuangan sementara dan kemudian secara berkala akan diangkut ke

tempat pembuangan akhir yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau tempat pengolahan

sampah yang mungkin akan dikelola oleh swasta.

6) Sampah I Iimbah padat yang boleh dibuang adalah limbah padat yang bersumber dari kegiatan

perkantoran, rumah tangga dan limbah industri non 83 dengan kdteria yang dipisahkan antara

limbah basah dan limbah kering sebagai berikut:
(a). Sampah yang berasal dari kegiatan dapur dan rumah tangga lainnya.

(b). Sampah yang berasal dari kegiatan perkantoran.

(c). Sampah yang berasal dari kegiatan perawatan/pembersihan halaman, tanaman dan

kegiatan pertamanan lainnya.
(d). Limbah yang berasaldari kegiatan industri Non 83.

4. Pengolahan Air Limbah Pendahuluan (Pre Treatnenfl
Apabila air Iimbah Perusahaan belum memenuhi Standar Kualitas Air Limbah lnfluent IPAL Kawasan,

maka Perusahaan yang bersangkutan harus membangun dan mengoperasikan pengolahan

pendahuluan lprefreafircnt planf) untuk air limbahnya, sehingga hasil pengolahan pendahuluan

tersebut memenuhi standar air limbah lnfluent IPAL kawasan. Apabila kualitas air limbah masih
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belum memenuhi Standar Kualitas Air Limbah lnfluent IPAL Kawasan, mal€ Perusahaan harus
memperbaiki sistem pengolahan pendahuluan nya @retreatmenfl .

5. Pembuangan Air Limbah
Air limbah Perusahaan baik yang berasal dad kegiatan domestik maupun industri yang telah
memenuhi Standar Kualitas Air Limbah Kawasan, dibuang ke sistem saluran air limbah kawasan
melalui seruice manhole yang disediakan oleh Pengelola Kawasan. Pipa saluran yang dipakai
harus pipa tertutup tertanam di bawah tanah dan dari jenis pipa yang comk untuk saluran air
limbah. Terbuangnya air limbah di luar sistem saluran air limbah Kawasan lndustri Tuban (KlT)

dapat menyebabkan kasus penoemaran lingkungan yang harus dipertanggungjawabkan
Perusahaan secara perdata maupun pidana. Kelancaran aliran air limbah intemal sampai dengan di

service manhole merupakan tanggung jawab dad masing-masing Perusahaan.

6. Sistem Saluran Air Limbah
Dilarang untuk membuang ke dalam sistem saluran air limbah hal-hal/ bahan-bahan yang tersebut

dibawah ini :

1) Airhujan daritalang maupun dad halaman;

2) Bahan-bahan yang mudah terbakar dan/atau meledak;

3) Bahan-bahan radio aktif;
4) Calcium carbida;

5) Ter, aspal, minyak tanah atau hydro karbon lainnya, karbon sulfide, hydro sulfide;

6) Bahan pewama yang tidak dapat diolah secara biologis;
7) Pestisida, fungisida, herbisida, inseKisida;

8) Sludgeflumpur air limbah;

9) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

10) Sampah I limbah padat.

7. Standar Kualitas Air Limbah lnfluent IPAL Kawasan
Air limbah yang akan dialirlen ke sistem saluran air limbah kawasan wajib memenuhi Standar

Kualitas Air Limbah lnfluent IPAL Kawasan yang berlaku menurut ketentuan di bawah ini :

NO. TEST DESCRIPTION REGULATOR LIMIT ui.llT

1 Temperature 40
o^

L,

2 Total Dissolved Solids (TDS) 2000 mg/L

3 Total Suspended Solids (TSS) 400 mglL

4 Colour 300 Pt/Co

5 pH 6-9 pH units

6 Fe (Besi) 30 mglL

7 Mn (Mangan ) 10 mg/L
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Ba (Barium) 1 mg/L

Cu (Tembaga) 5 mg/L

10 Zn (Zinc) 5 mg/L

11 Cr(Vl) (Kromium hexavalent) 2 mg/L

12 Cd (Kadrnium) 1 mg/L

13 Hg (Raksa) 0,005 mglL

14 Pb (Timbal) 3 mg/L

15 As (Arsen) 1 mg/L

16 Se (Selenium) 1 mglL

17 Ni (Nikel) 2 mg/L

18 Co (Cobalt) 1 mg/L

19 CN (Sianida) 1 mg/L

2A F (Fluoride) 30 mg/L

21 Clz (Clorint) 1 mg/L

22 NHrN (Arnmonia bebas) 2A mg/L

23 NOrN (Nitrat bebas) 50 mg/L

24 NOrN (Nitrit bebas) 5 mg/L

25 BOD (Biological Oxygen

Demand)

1 500 mg/L

26 COD (Chernichal Oxygen

Demand)

3000 mg/L

27 MBAS (Surfaktan) 5 mg/L

28 Phenol (Fenol) 2 mglL

29 Oil and Greases (Minyak dan

LErnak)

30 mg/L

30 Chloride, CI' 500 mg/L

Standar Kualitas Air Limbah lnfluent IPAL Kawasan diatas dapat berubah sewaku waktu sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
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8. Pengelolaan Sampah Non 83
1) Setiap Perusahaan tidak dibenarkan untuk menimbun dan membakar sampah di dalam kavling

dan harus membuang limbah sampah Non 83 ke Iuar kawasan di tempat pembuangan yang

diizinkan oleh instansi berwenang.
2) Untuk sampah non 83 yang bemilai ekonomis apabila Perusahaan melakukan kerjasama

pengelolaan dengan pihak ketiga harus berkoordinasi/berkonsultasi dengan Pengelola Kawasan

lndustritPemerintah Daerah setempat agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

dan tidak menimbulkan dampak negatif.

9. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83)
1)Setiap Perusahaan yang menurut Ketenfuan Pemerintah termasuk industri penghasil limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), wajib untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku

sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2)Setiap perusahaan yang menurut ketentuan Pemedntah termasuk industti penghasil limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (83), waiib untuk mengurus dokumen lingkungan (AMDAL, RKL,

RPL) tersendiri untuk melengkapi dokumen lingkungan yang dimiliki kawasan (AMDAL,RKL,RPL)

sesuai dengan aturan yang berlaku.

10. Pencegahan Kebakaran
Setiap Perusahaan wajib menghindarkan / mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya

kebakaran di pabrik maupun ditanah kav{ing industrinya dan mengasuransikan bangunan di area

lahan yang digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap Perusahaan wajib menerapkan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) untuk mencegah te{adinya kebakaran :

1) Menyusun sistem pengendalian / pencegahan kebakaran yang baik sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

2) Menyiapkan dan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran dengan jumlah / volume yang

cukup dan menempatkan alat-alat pemadam kebakaran di lokasi yang strategis untuk

menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.

3) Mengadakan pemeriksaan secara teratur terhadap kualitas, jumlah 1 volume, lokasi alat-alat

pemadam kebakaran, sehingga kondisi alat-alat pemadam kebakaran tersebut benar-benar

dalam keadaan siaga dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sewahu-waktu diperlukan.

4) Menunjuk / menetapkan petugas-petugas yang tetap untuk merawat, memeriksa dan

mempergunakan alat-alat pemadam kebakaran.

5) Mengadakan latihan pemadam kebakaran secara berkala tefiadap petuga+petugas tetap.

6) Memelihara kondisi tata letak bangunan sehingga bangunan{angunan pabrik dapat terjangkau

oleh mobil pemadam kebakaran.

7) Mencegah dan menghindari keadaan pabrik yang memicu timbulnya kebakaran.

Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, maka setiap Perusahaan harus :

1) Mentaati dan mengikuti peraturan / syarat / ketentuan mengenai pencegahan pencemaran

lingkungan.
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2) Menyusun Dokumen Lingkungan.
3) Mengimplementasikan Dokumen Lingkungan dan melaporkan secara be*ala.
4) Segera melakukan perbaikan alat pengendali pencemaran, apabila kualitas buangan loutputl

dari alat tersebut tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

,1. ,tiistem Uti&as
1) Di dalam perencanaan harus sudah diperhitungkan macam utilitas yang dibutuhkan untuk
melayani kebutuhan proses produksi, karyawan, dan lain-'lain. Tempat penyambungan untuk air
industi, air limbah harus menyesuaikan dengan lokasi dari sambungan/connecfion yang disiapkan
oleh Pengelola Kawasan.
2)Guna penyambungan, pemasangan dan pemeliharaan utilitas, yang dilaksanakan oleh petugas-
petugas Pengelda lftwasan lndustri, maka petugas Pengelola Kawasan lndustri diberi hak unfuk
masuk di dalam kavling untuk melaksanakan tugasnya. Dilarang mendirikan bangunan
menempatkan barang di atas servrbe manhole air limbah dan/atau titik penyambungan meter air
bersih.
3) Pengelola lGwasan hanya akan membedkan bantuan pengurusan terkait dengan akses listrik
dan telekomunlkasi sesuai dongan yang disebukan dalarn Porianlian Jud be$.

12. Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas lGwasan
1) Pemeliharaan dan perbailen semua fasilitas kawasan, seperti jalan, saluran, tlotoar,

penerangan jalan, pertamanan dan pengamanan umum di dalam kawasan dilaksanakan oleh
Pengelola Kawasan. Untuk pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas tersebut di

atas, maka setiap Perusahaan unfuk setiap bulannya akan dikenakan biaya pemeliharaan

lmaintenance chargel sesuai dengan tarif yang berlaku dan waiib dibayar oleh Perusahaan

tepat pada waktunya. Setiap ketedambatan pembayaran akan dikenakan sanksi sesuai
perafuran sesuaiTata Tertib Kawasan (Esfafe Regulatbn) ini.

2) Apabila tefiadi kerusakan pada sarcna dan prasarana umum, antara lain jalan, taman,

rurnput, ranfui, saniksi, utiliks dan lain-lainnya yaag disebahilon l€lalaian / kesengaiaan

Perusahaan dan tamu Perusahaan atau konfaktomya, maka Perusahaan

wajib membiayai pehaikan atas kerusakan tersebut.

3) Apabila Perusahaan tidak dapat memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud pada butir 2
di atas, maka Pengelola lGwasan dan petugas yang ditunjuk oleh Pengelola

lGwasan akan melakukan perbaikan dengan seluruh biaya harus dibayar atau ditanggung

oleh Perusahaan dimaksud.

{3. Pemeliharaan Bangunan dalam Perusahaan
Pemeliharaan dari segala sesuatu yang berdid dan berada didalam kavling Perusahaan menjadi

beban dari masing-masing Perusahaan. Semua bangunan, taman, saluran, pagar wajib dipelihara

denganbaik.

{4. Keamanan Perusahaan
Untuk mewujudkan kondisi yang aman dan rasa nyaman di lingkungan kawasan maka

Perusahaaan sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
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1) Pengamanan adalah merupakan tanggung jawab bersama yang dalam pelaksanaannnya
disesuaikan dengan ruang lingkupnya masing-masing.

2) Perusahaan melaksanakan pengamanan sesuai dengan ruang lingkupnya yaitu: meliputi area
intemal Perusahaan atau properti beserta segala isinya dan batas halamannya dan apabila
mengalami gangguan keamanan segem melaporkan kepada petugas keamanan terkait agar
mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. Perusahaan bertanggung jawab atas kerugian
yang diakibatkan deh apafltn 1uga.

3) Dalam kondisi keamanan yang bersifat khusus (darurat), Perusahaan dan aparat keamanan
terkait akan siaga dan menghadapinya untuk menyelesaikan secam bersama-sama.

4) Untuk bantuan keamanan menghubungi posko keamanan atau aparat terkait.

5) Perusahaan apabila menggunakan jasa keamanan pihak ketiga harus berkoordinasi dengan
Pengelola Kawasan.
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BAB VI

KEAilANAN DAN KETERTTBAN KAWASAN |NDUSTR| TUBAN {KtT}

A Keamanan lGwasan lndustri Tuban (KlT)

Keamanan Kawasan lndustri Tuban {KlT) diluar lahan Perusahaan yaitu pengamanan tanah, kendaraan
lalu lintas, keamanan orang / tenaga ke{a, keamanan sarana dan prasarana Kawasan Industri Tuban
(KlT) secara umum menjaditanggungjawab Satuan Pengamanan (Satpam) Pengelola Kawasan.

1. Pengamanantanah
1) Pengelola Kawasan mempunyai kewajiban untuk mengamankan lahan{ahan atau tanah dari

pihak-pihak yang tidak befiak menggunakanrrya dan/atau penyerobotan tanah di lGwasan
lndustriTuban (KlT).

2) Pengelola Kawasan berhak melakukan eksekusi pengamanan atas lahan yang disalahgunakan
bekerjasama dengan aparat terkait tennasuk lahan yang telah dilakukan pedanjian (baik PJB
maupun sewa) namun belum dimanfaatkan (lahan tempat kegiatan industri kosong) oleh
Perusahaan.

3) Perusahaan yang dengan sengaja memanfaatkan tanah-tanah aset Pengelola Kawasan tanga
persetujuan dari Pengelola lGwasan, maka satpam Pengelola Kawasan bekerjasama dengan
aparat terkait berhak untuk melakukan pengosongan atau pernbongkaran bangunan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengamanan lafu llntis
1) Pengelola Kawasan mempunyai kewajiban unfuk mengamankan kendaraan yang melintas di

jalan-jalan Kawasan lndustri Tuban (KlI) baik dari sisi keamanan pengendara maupun dari
pengendara yang lain yang dapat membahayakan jiwa seseorang sesuai dengan ketentuan yang

bedaku.
2) Pengelola Kawasan berhak menghentikan dan menolak kendaraan yang melanggar ketentuan

batas tonase baik dad segi kapasitas berat maupun kapasitas tinggi serta lebar yang ditetapkan

demi keselamatan dari pengguna lalu lintas jalan di Kawasan lndustri Tuban (KlT).

3) Pengelola Kawasan berhak menghentikan dan memeriksa kendaraan yang mencurigakan yang

melintas di jalan Kawasan lndustri Tuban (KlT).

4) Pengelola Kawasan befiak melakukan teguran atas kendaraan yang melintas dengan kecepatan
yang me,lebihi ketentuan yang ditdapkan.

3. Pengamanan orang ltenaga keria
1) Tiap karyawan dari Perusahaan harus memiliki tanda pengenal dari perusahaan tempat yang

bersangkutan beke{a.
2) Setiap pelangganan yang dilakukan oleh karyawan dari Perusahaan di Kawasan lndustri Tuban

(KIT) merupakan tanggungjawab dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.

3) Satpam Pengelola lGwasan dan aparat keamanan terkait berhak menangkap atau

mengamankan peke{a atau pihakjihak yang menjadi provokator yang mengarah anarkis

termasuk demonstrasi karyawan dan/atau yang mengganggu keamanan dan ketertiban di

Kawasan lndustri Tuban (KlT).
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4. Pengamanan fasilitas, sarana dan prasarana kawasan
1) Satpam Pengelola Kawasan wajib menjaga dan mengamankan fasilitas, sarana dan prasarana

kawasan dari kejahatan pihak-pihak lain yang bermaksud melakukan tindakan pengerusakan

maupun pencurian.

2) Pengerusakan yang disebabkan kendaraan yang melintas dijalan-ialan Kawasan lndustri Tuban

(KlT) yang menimbulkan hilangnya atau rusaknya fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di

lGwasan, malca Pengelola Kawasan berhak rrrcnafran pengendara kendarail tersebut dan

bekerjasama dengan aparat keamanan setempat untuk memproses atas pelanggaran yang

dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

3) Perusakan atas fasilitas, sarana dan prasarana kawasan yang disebabkan oleh kegiatan demo

massa dari Perusahaan, maka Perusahaan yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian

yang disebabkan oleh kegiatan demo karyawan perusahaannya kepada Pengelola Kawasan.

4) Setiap kendaraan yang berada di dalam kawasan harus mengikuti afuran rambu+ambu di

Kawasan Industri Tuban (KlT).

5. Ketertiban lGwasan lndustri Tuban {KlT)
Ketertiban di area luar kavling atau diluar bangunan Perusahaan menjadi tanggungiawab Pengelola

l&nrasan yang meliputi ketertitban parkir, pedagang keki lima, letertiban iatingan+ttittgan utililas,

ketertiban lalu lintas didalam kawasan.

1) Ketertiban Parkir
a. Perusahaan wajib menyediakan ruang parkir sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan

menyesuaikan Iuas bangunan.

b. Perusahaan dilarang menggunakan badan jalan sebagai parkir kendaraan bagi karyawan,

tamu atau kendaraan operasionalnya.

c. Pelanggaran atas butir b di atas, Pengelola Kawasan dapat melakukan pemblokiran badan

jalan dan kerusakan yang terjadi atas kendaraan yang parkir di badan jalan meniadi

tanggungjawab pemilik kendaraan.

d. Setiap kendaraan yang berada di dalam kawasan harus mengikuti aturan rambu+ambu di

Kawasan lndustti Tuban {KlT).
e. Pengelola Kawasan bekeriasama dengan aparat terkait dapat melakukan penilangan

kendaraan yang melanggar lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2) Ketertiban Jadngan Utilitas
a. Penyedia utilitas yang akan melakukan kegiatan pembangunan, pemasangan dan perbaikan

harus mengajukan permohonan dan persetuiuan dari Pengelola Kawasan.

b. Penyedia utilitas saat melakukan pembangunan, pemasangan dan perbaikan jaringan utilitas

harus menjaga keamanan dan keselamatan serta meniaga kerapian dan keindahan kawasan
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BABVII
BIAYA PEilELltlARAAl{ STAIIDAR (ilA,ISIEIUAITTCE FEq DAJ{ BIAIA LAII{ITYA

l. Biaya Pemeliharaan Standar (ltfarntenance Fee)

Biaya Pemeliharaan Standar (Maintenance Fee) adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh
Perusahaan sebagai service charge, dengan besaran biaya yang secara periodik akan ditinjau dan
clitetapkan ol€*'r P'engelola Kauasan, entara lah :

1) Perawatan jalan dan saluran;

2) Perawatan Iampu penerangan jalan;

3) Perawatan taman dan penghijauan;

4) Keamanan lingkungan Kawasan lndustri;

5) Kebersihan lingkungan Kawasan lndustri.

Biaya Pemeliharaan Standar (BPS) / Maintenance Fee yang harus dibayarltan secara rutin oleh

Perusahaan dengan tarif mengikuti Daftar Tarif yang berlaku di lGwasan lndustri Tuban (KlT) yang

dikeluarkan oleh Pengelola Kawasan.

2. Ketentuan Biaya Pare$haraall Standar{fiamfienaaee Fee)

1) Perusahaan di Kawasan lndustri Tuban (KlT) be*ewajiban membayar Maintenance Fee sesuai

dengan yang diatur dalam surat perjanjian danlatau peraturan kawasan.

2) Pembayaran Maintenance Fee dilakukan setiap bulan.

3. Biaya Operasional Lainnya

Biaya Operasional-Pengelolaan Air Bersih (80-PAB) adalah biaya air bersih yang besamya ditentukan

atas jumlah pemakaian air setiap bulan berdasarkan atas hasil pembacaan meter air yang dilakukan

secara bercama antara Perusahaan dengan Pengelola Kawasan dengan tarif sesuai Daftar Tarif yang

dikeluarkan oleh Pengelola Kawasan lndustti.

Biaya Operasional-lnstalasi Pengolahan Air Limbah (BO-IPAL) adalah biaya air limbah (domestik dan

industri) yang dibuang berdasarkan atas besamya pemakaian air bersih dikalikan 0,5 (index air limbah)

yang dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran air bersih dengan tarif sesuai Daftar

Tarif yang dikeluarkan oleh Pengelola Kawasan.

Biaya Pengangkutan Sampah adalah biaya pengangkutan sampah yang dikenakan bagi Perusahaan

yang memanfaatkan pembuangan sampah dari Pengelola Kawasan yang besamya ditentukan

kemudian sesuai dengan pemerikaan lapangan oleh Pengelola lGwasan dan disepakati bersama oleh

Perusahaan dengan Pengelola Kawasan dengan tarif sesuai Daftar Tarif yang dikeluarkan oleh

Pengelola Kawasan lndustri.
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BAB VIII

LAIN.LAIN

1. Ketenagakeriaan

1) Dalam rangka membangun hubungan industial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan maka

setiap perusahaan yang melakukan kegiatan di Kawasan lndustri Tuban (KlT) harus taat dan tunduk
kepada peraturan perundans{rdangan ketenagal€r*ran.

2) Setiap Perusahaan yang menjalankan usahanya di Kawasan Industri Tuban (KlT), dalam
mengadakan pemenuhan tenaga kerjanya sebaiknya mengunakan tenagatenaga lokal di sekitar
Kawasan lndustri Tuban (KlT)selama persyaratan-persyaratan keahlian dan keterampilan dipenuhi,
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Perlakuan terhadap tenaga keria dan masalah ketenagakerjaan harus sesuai dengan peraturan dan
perundangan-undangan yang bedaku.

2. Keselamatan dan Kesehatan Keria (K3)

Setiap Perusahaan, melakukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan sesuai dengan

Undang-Undang Tentang Keselamatan Keria yang berlaku.

3. Komunikasi dan lnformasi

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara PT. Kawasan lndustri Gresik (KlG) dan

Perusahaan, maka PT. Kawasan lndustri Gresik (KlG) menyediakan saluran komunikasi dan informasi

yang dapat membedkan segala layanan dan berbagai macam keluhan, kebutuhan dan pertanyaan

serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri Tuban (KlT). Beberapa media yang

disediakan, antara lain :

a. Pelayanan off linedi CusfomerFocus :

}' Kantor PT. Kawasan lndustri Gresik (KlG)

Jl. Tridharma N0.3, Kebomas, Gresik, Jawa Timur

D lkntorPennsaran Kawasan lrdu$td T$an (KlT)

Komplek Kawasan lndustri Tuban Blok AA, Socorejo, Jenu, Tuban, Jawa Timur

b. Pdapnan on lirrcCusfomerCarc :

marketing@kig.co.id, kiq@kig.co.id

e. lnformasi wline:
Website : www.kig.co.id

d. Hotline service : 031 - 3984 472

,1. Pelaporan

Setiap Perusahaan yang berada dalam Kawasan lndustri Tuban (KlT)waiib :

1) Melaporkan perkembangan industimeliputi :

a. Jumlah produksi;

b. Ekspor imPo6

c. Tenaga kerja yang disampaikan secara periodik minirnal I (sdt lkali dalam 6 {enam) brdan, yang

disampaikair tiepiOa Pengelola Kawasan dan Dinas Tenaga Kerja tGbupaten Tuban.
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2) Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan yang disampaikan secara periodik minimal
1 (satu) kalidalam 6 (enam) bulan, yang disampaikan kepada Pengelola Kawasan.

3) Perusahaan wajib membedkan informasi kepada Pengelda lGwasan atas kebutuhan data sebagai
kelengkapan data Pengelola Kawasan.

5. Pengawasan

Perusahaan yang bemda di dalam Kawasan lndustriTuban (KlT)wajib melaksanakan :

1) Peraturan Tata Tertib Kawasan lndustri(Estate Regulafrbn);

2) Peraturan perundangan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Peraturan-peraturan lainnnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Perusahaan iuga menbanfu pelaksanaan Amparqan sehnburgan Fengawasan lletaatan lzh
Lingkungan, Dokumen Lingkungan, ljin Mendidkan Bangunan (lMB), dan lainnya yang ditetapkan dan
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

6. SanksiTata Tertib

Sanksi Administratif

1. Kawasan lndustti menetapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha jika dalam
pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap dalam pelaksanaan lMB, Dokumen Lingkungan,
Peraturan Tata Tertib Kawasan lndustri Tuban (Kf E$ate Regulation),dan tainnya.

2. SanksiAdministrasi :

1) Suratteguran;

3. Tindakan penegakan atas sanksi yang dimaksud berupa :

1) Penutupan fasilitas oleh Pengelola Kawasan lndustriruban (Klr);
2) Pembongkaran;
3) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan petanggarran;

Sanksi Pidana

Ketentuan pidana akan diberlakukan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta tindakan
pelanggaran yang dilakukan seperti :

1) semua Pihak yang 9fls", sewia mehkul€n perbuatan lahi dan noeqakrba*an dilampzuinya
baku mutu udara ambien, baku muiu air, baku muiu rriiirt u baku mutu i.rggr.;, baku mutu airlaut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya.

2) Semua Pihak yang melakukan pengelolain dan menghasilkan limbah 83 tanpa izin.
3) semua Pihak yang melakukan usa[a dan/atau kegiaLn ianpa memiliN izin lingrungan dan dokumen

lingkungan.
4) dan kegiatan yang melanggar Peraturan yang berlaku di Negara Republik lndonesia.

Page | 35



ffik Esfafe Regulation Kawasan lndustri ruban (Klr) PT. KAWASAil tltDusrH GRESTK (Ktc)

A. standar Garis sempadan Bangunan (GSB) dan Garis sempadan Jatan (GSJ)
Penentuan GSB dan GSJ tetap mengacu pada Dinas Tata Ruang I peraturan Daerah setempat.
Di dalam Garis Sempadan Bangunan (GSB) tersebut tidak dibenarkan adanya bangunan, kecuali
bangunan antara lain tiang bendera, pos jaga, bak sampah, papan nama, bangunan lainya seperti bak
air dan sebagainya, dengan ketentuan harus tertanam dan rata dengan permukaan tanah.
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B. Standar pagar perusahaan

pT. KAWASAT{ ritDusTRt cREStK (KtG}

perusahaan, maka pagar yang dapat dibangun tertutup

. Untuk

oleh

menjaga keamanan di dalam kavling

perusahaan maksimal dengan ketinggian 3,0 meter

o Khusus untuk bagian depan perusahaan tidak diperkenankan membangun pagar

. perusahaan tertutup keseluruhan, minimal 1/3 dari tinggi pagar harus terbuka dan dapat terlihat

darijalan.

o Khusus kavling perusahaan yang terletak di hook maka harus memperhitungkan jarak pandang

bebas kendaraan.

$I$t$#,*#gr"*,s*,B.rs$s**H**S.

ru
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G. Peraturan perundangan yang tertait

Dalam penyusunan dokumen Peraturan Tata Tertib Kawasan lndustri Tuban (KT Estate Regulation)

ini, dilandasioleh beberapa peraturan perundangan yang terkait, yakni :

a. Undang-Undang (UU)

1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1, pp No, 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektlonik;

2. PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan lndustri;

3. PP No. 107 Tahun 2015 tentang lzin Usaha lndustri;

4. pp No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

5. PP No, 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan'

c. Peraturan Presiden (Perpres) I Keputusan Presiden (Keppres)

1. perpres No.3g Tahun 2015 tentang Keflasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

PenYediaan lnfrastruktur;

2. Perpres No, 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu'

d. Peraturan Menteri (Permen)

1. permen LH No. 3g Tahun 201g tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Waiib

Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

2. Permen LH No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

3. Permen LH No.8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin Lingkungan;
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4. Permen LH N0.12 Tahun 2009 tentang pemanfaatan air hujan.

5, Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

6. Permenperin No. 30/M-|ND/PEW712017 tentang Jenis-Jenis lndustri Dalam Pembinaan

Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementrian Perindustrian;

7. Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan

lndustri;

8. Permenperin No. 39/M-lNDlPEWll2016 tentang Tata Cara Pemberian lzin Usaha Kawasan

lndustri (lUKl)dan lzin Perluasan Kawasan lndustri;

9. Permenaker No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

l0.Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian lzin Mendirikan

Bangunan (lMB).

e. Peraturan Gubernur (Pergub)

1. Peruub. Jatim N0.80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Karasan Pengendalian

Ketat Skala Regionaldi ProvinsiJawa Timur;

2. Pergub. Jatim No. 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Timur

No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi lndustri dan/atau Kegiatan Usaha

Lainnya;

3. Pergub. Jatim No, 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak

Beryerak diJawa Timur.

f. Peraturan Daerah (Perda) I Peraturan Bupati (Perbup)

1. Perda Kab. Tuban N0.10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah;

2. Perda Kab. Tuban No. 5 Tahun 2015 tentang Bangunan credung;

3. perbup. Tuban No. 41 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan

Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban;

4. peda Kab. Tuban No. g Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahun 2012-2032;

5. peda Kab. Tuban No.6 Tahun 2011 tentang Retibusi lzin Mendirikan Bangunan;

6. peda Kab. Tuban No.3 Tahun 2002 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan.
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